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ABSTRAK 

 

Tesis ini meneliti tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah 

Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. Dengan tujuan penelitian : (Pertama) 

Menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang 

dibatalkan oleh pengadilan. (Kedua) menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah 

tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan. Jenis penelitian dalam 

tesis ini adalah yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Dan menggunakan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa : (Pertama) Tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan 

adalah kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak yang tercantum di dalamnya. 

Apabila dibatalkan oleh Pengadilan maka otomatis tanggung jawab Notaris terhadap 

legalisasi akta dibawah tangan tidak perlu dilibatkan dalam hal ini. (Kedua) Kekuatan 

pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan 

akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek 

pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Saran dari penulis 

: (Pertama) Agar tidak terjadi kerugian atas produk aktanya, Notaris harus 

menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan 

perbuatan hukum. (Kedua) Setiap kali melakukan suatu perjanjian yang melibatkan para 

pihak sebaiknya harus dibuatkan dengan akta Notaris, sehingga akibat hukum dalam 

pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dan kuat atau akibat hukumnya 

mempuyai pembuktian yang sempurna. 

 

Kata Kunci : Notaris, Akta Dibawah Tangan, Tanggung Jawab, Kekuatan Pembuktian.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis examines the Notary's Responsibility Against Legalization of Underhand 

Deeds That Are Canceled by the Court. With the aim of the research : (First) To 

analyze the responsibility of the Notary for legalization of underhand deeds that were 

canceled by the court. (Second) To analyze the power of proof of underhand deeds 

that have been legalized by a Notary in court. The type of research in this thesis is 

normative juridical. With a statutory and conceptual approach. And using qualitative 

analysis. The results of this study state that : (First) The Notary's responsibility for the 

legalization of underhand deeds is the certainty of the dates and the signatures of the 

parties listed therein. If it is canceled by the court, then the Notary's responsibility for 

legalizing the deed under the hands does not need to be involved in this matter. 

(Second) The power of proof of underhand deeds that has been legalized by a Notary 

in court will have perfect proving power as long as 3 (three) aspects of proof are 

fulfilled which is perfect evidence such as an authentic deed. Suggestions from the 

author : (First) In order to avoid loss of the act product, the Notary must explain to 

the public to be more careful and vigilant in taking legal actions. (Second) Every time 

there is an agreement involving the parties, it should be made with a Notary deed, so 

that the legal consequences in the proof have clear and strong evidentiary power or 

the legal consequences have perfect proof. 

 

Keywords: Notary, Underhanded Deed, Responsibility, Power of Evidence.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Hukum Acara Perdata, salah satu alat bukti hukum atau alat bukti 

yang diakui hukum adalah alat bukti tertulis. Bukti tertulis dilengkapi dengan 

tulisan atau tulisan tangan asli. Tulisan otentik yang ditulis dalam bentuk akta asli 

berupa akta asli di depan pejabat (pejabat umum) yang berwenang menurut 

Undang-Undang dan di tempat pembuatan akta tersebut.1 Menurut Subekti, akta 

artinya tulisan yang sengaja digunakan sebagai bukti peristiwa yang relevan dan 

ditandatangani.2 

Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa 

tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta 

otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUHPerdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh 

Undang-Undang, dibuat oleh pejabat umum di tempat akta itu berada atau di depan 

pejabat umum yang berkuasa. 

                                                           
1 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 120. 
2 Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm 25. 
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Hal ini memberi pengertian bahwa berdasarkan Undang-Undang, Notaris 

diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam arti isi 

kontrak yang sebenarnya dianggap benar.3 Selain dari akta otentik yang dibuat oleh 

Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta 

yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang 

pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta dibawah tangan atau onderhands acte 

adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan 

dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.4 

Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdata, sedangkan akta dibawah 

tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah tangan 

ini diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu HIR dibentuk (sebelum 

tahun 1848) akta dibawah tangan diatur khusus dalam Staatsblad 1867 Nomor 29 

tentang kekuatan pembuktian tulisan dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan 

Madura diatur dalam RBg Pasal 286 sampai Pasal 305. Akta dibawah tangan dapat 

dilihat juga dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdata. Perbedaan antara 

HIR dan RBg adalah HIR hanya mengatur mengenai akta otentik saja, sedangkan 

RBg mengatur mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.  

                                                           
3 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8. 
4 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8. 
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Adapun isi dari Pasal-Pasal S. 1867 No. 29 adalah sebagai berikut :5 

Pasal 1 “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta 

yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-

surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang ditandatangani, yang 

dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan 

sebuah tulisan dibawah tangan dipersoalkan cap jari yang dibutuhkan 

dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang tertinggal dari 

seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-

undang dari mana ternyata bahwa ia mengenai di pembubuh cap jari 

tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tersebut.” 

Pasal 2 “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah 

tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda 

tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang 

mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak 

mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan 

orang yang mereka wakili.” 

Pasal 3 “Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya, 

ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak 

daripadanya, menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus 

memerintahkan supaya keaslian daripada tulisan atau tanda tangan 

tersebut.” 

Selain Pasal 1869 KUHPerdata tentang kekuatan pembuktian akta, di 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kekuatan 

pembuktian akta, terdapat pada Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan 

Pasal 51. Beberapa Pasal tersebut mengatur secara lengkap terhadap bentuk akta, 

karena tidak terpenuhinya Pasal-Pasal tersebut maka menjadikan turunnya 

kekuatan pembuktian akta otentik tersebut.  

                                                           
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 

1992, hlm. 137. 
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Akta yang dibuat oleh Notaris disebut akta Relaas atau Akta Berita Acara 

yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas 

atas permintaan para pihak untuk mengesahkan akta tersebut. Dalam praktek 

Notaris yang disebut Akta Pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang 

memuat keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan 

di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar keterangannya dituangkan ke 

dalam bentuk akta Notaris.6 

Notaris juga harus memiliki nilai moral yang tinggi, karena Notaris 

memiliki etika yang tinggi maka tidak akan menyalahgunakan kewenangannya, 

sehingga Notaris mampu menjaga harkat dan martabat pejabat umumnya yang 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan 

merusak citra Notarisnya. Sebagai harapan kita semua atau bangsa, setiap Notaris 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup luas dan mendalam 

sehingga menjadi andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat 

berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan 

benar, karena selain keahlian tersebut diperlukan juga kejujuran,  ketulusan dan 

sifat atau pandangan yang objektif.7  

                                                           
6 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 51. 
7 Komar Andasasmita, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia 

Jabatannya, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 14. 
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Menurut Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan 

adalah pada akta aslinya. Jika akta asli ada, maka salinan dan abstrak yang sesuai 

dengan aslinya, kekuatan pembuktian akta otentiknya ada selama minuta akta 

aslinya masih menjadi bagian prokol Notaris. Jika Notaris tersebut pensiun maka 

protokol Notaris yang pensiun tersebut harus diteruskan oleh Notaris lain yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bukti tertulis bisa berupa tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan.8 Akta 

otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dimaksudkan sebagai bukti. 

Perbedaan yang penting antara kedua jenis bukti tertulis tersebut adalah bahwa 

nilai pembuktian akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna. Dengan 

kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus harus 

dipandang sebagaimana adanya dan tidak perlu mengevaluasi atau 

menjelaskannya kecuali isi yang tertulis dalam akta. Sedangkan akta dibawah 

tangan memiliki kekuatan pembuktian selama para pihak mengakui atau tidak ada 

pihak yang menyangkal, perilaku yang tidak pantas tersebut adalah pembuktian. 

Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, maka beban pembuktiannya 

diserahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut dan penilaian atas 

penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. 

Alat bukti akta dibawah tangan dan akta otentik harus memiliki rumusan 

mengenai sahnya suatu perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan 

                                                           
8 Lihat Pasal 1867 KUHPerdata. 
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secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 

KUHPerdata sebagai perjanjian yang harus diikuti semua pihak (pacta sunt 

servanda). 

Dalam prakteknya, akta dibawah tangan terkadang digunakan untuk 

keuntungan pribadi tertentu. Contohnya, akta dibawah tangan yang dibuat diberi 

tanggal, bulan serta tahun berbeda dari waktu pembuatan aktanya, karena tidak 

adanya kewajiban untuk melaporkan akta dibawah tangan, maka tidak ada yang 

bisa menjamin bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai 

dengan waktunya. Menurut Subekti, bahwa bukti tersebut meyakinkan hakim 

tentang keaslian dalil atau fakta yang diangkat dalam sengketa 9 Darwan Prinst 

mengatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk membuktikan bahwa suatu 

peristiwa pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah, maka harus 

dimintai pertanggungjawaban.10 

Di masyarakat umum pasti banyak orang yang sudah mengetahui apa itu 

akta otentik, namun di masyarakat sendiri maknanya masih belum jelas terutama 

dari segi pembuktian. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum 

yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-

Undang termasuk kesepakatan atau kemauan kedua belah pihak.  

                                                           
9 Subekti, Hukum Pembuktian, Op. Cit., hlm. 1. 
10 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133. 
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Otentik artinya karena dibuat berdasarkan Undang-Undang dihadapan 

seorang Notaris dan bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan, sedangkan akta 

dibawah tangan karena dibuatnya bisa tidak dihadapan pejabat yang berwenang 

atau Notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat 

oleh pihak yang dijanjikan tanpa adanya aturan standar, dan hanya disesuaikan 

dengan persyaratan pihak yang dijanjikan. Untuk kekuatan pembuktiannya jika 

para pihak menolak atau mengakui adanya kesepakatan tersebut. Artinya salah 

satu pihak dapat menolak atau membuktikan keabsahan tanda tangan tersebut, 

yang berbeda dengan akta otentik, akta otentik atau biasa masyarakat umum biasa 

menyebutnya akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang 

artinya dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah 

tangan yang dibatalkan oleh pengadilan? 

2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian dilakukannya 

penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah 

tangan yang dibatalkan oleh pengadilan. 

2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan. 

D. Orisinalitas Penelitian 

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah 

mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian “Tanggung 

Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh 

Pengadilan”. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Otong Satyagraha, dengan judul “Aspek 

Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Nomor : 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)”.11 Rumusan masalah 

dari tesis ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana aspek hukum kekuatan pembuktian akta otentik di pengadilan 

dalam perkara tersebut? 

                                                           
11 Otong Satyagraha, Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn), Tesis, Program Studi Magister 

Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016. 



9 

 

b. Apa hukum yang diterapkan hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan 

hukumnya memutus perkara tersebut? 

Penelitian Otong Satyagraha dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang kekuatan pembuktian akta di pengadilan. Perbedaannya jika 

penelitian Otong Satyagraha, membahas aspek hukum kekuatan pembuktian 

akta otentik di pengadilan dalam perkara, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan membahas tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah 

tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan 

yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Fitri Anggara, dengan judul 

“Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses 

Persidangan Berdasarkan Putusan No : 356/Pdt/2004/PT.Smg”.12 Rumusan 

masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kekuatan hukum akta otentik yang memuat keterangan palsu 

sebagai alat bukti dalam proses persidangan? 

b. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi batal 

karena putusan pengadilan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg? 

                                                           
12 Rachmad Fitri Anggara, Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses 

Persidangan Berdasarkan Putusan No : 356/Pdt/2004/PT.Smg, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2015. 
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Penelitian Rachmad Fitri Anggara dengan penelitian yang akan dilakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-

sama meneliti tentang pembatalan akta Notaris dalam persidangan. 

Perbedaannya jika penelitian Rachmad Fitri Anggara, membahas kekuatan 

hukum akta otentik sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang memuat 

keterangan palsu, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas t 

tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang 

dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Arofah, dengan judul “Kekuatan 

Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris”.13 

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh 

Notaris? 

b. Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah 

dilegalisasi oleh seorang Notaris sebagai alat bukti di pengadilan? 

Penelitian Nuril Arofah dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris. Perbedaannya 

jika penelitian Nuril Arofah, membahas pengaturan hukum legalisasi akta 

                                                           
13 Nuril Arofah, Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi 

Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2007. 
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dibawah tangan oleh Notaris, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

membahas tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan 

yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan yang 

telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan. 

E. Telaah Pustaka Atau Kerangka Teori 

Teori/kerangka teori/kerangka pikir, dalam penelitian hukum sebenarnya 

merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian.14 Adapun 

penulis menggunakan kerangka pikir sebagai berikut : 

1. Tanggung Jawab Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk 

membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat 

pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. 

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”15 

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para 

pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu 

                                                           
14 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm. 61. 
15 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
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akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum.16 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum 

dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau 

dengan alasan lain merupakan batas baik Notaris yang sudah tidak dapat 

melakukan kewenangan apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena 

alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk 

Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 

3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUJN.17 

Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya 

sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam 

melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya 

dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai 

dengan yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh 

karena itu telah selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan 

tugas jabatannya. Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUJN mengenai 

batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan 

Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat 

dan telah diserahkan kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau 

                                                           
16 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159. 
17 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit., hlm. 52. 
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sudah berhenti dari jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris 

Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab 

sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam 

hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksi nya terhadap Notaris, Pejabat 

Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta 

sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai 

Notaris atau pejabat umum.18 

Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang 

tercantum dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerdata, antara lain : 

“Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta 

para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari 

pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang 

dimuat didalamnya”.19 

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secra perdata timbul karena 

akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234KUHPerdata atau perbuatan 

melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga 

kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata. Akibat 

kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian 

                                                           
18 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Loc. Cit. 
19 Ibid., hlm. 54. 



14 

 

terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari 

perbuatannya tersebut.20 

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung 

jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) 

yang memberikan 3 kemampuan, antara lain :21 

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri; 

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut 

pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; 

3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya 

tersebut. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai 

berikut :22 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

                                                           
20 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, 

Yogyakarta, 2007, hlm. 11. 
21 Ibid., hlm. 13. 
22 Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
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c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. Membuat kata risalah lelang. 

2. Akta Dibawah Tangan 

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain 

yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh 

para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. 

Dengan kata lain, akta dibawah tangan atau onderhands acte adalah akta yang 

dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan 

ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.23 

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh 

kualifikasi sebagai akta yakni :24 

a. Tulisan itu harus ditandatangani; dan 

b. Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti. 

                                                           
23 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum, Loc. Cit. 
24 M.U. Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

Medan, 1997, hlm. 3. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang 

sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang 

pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.25 

Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap 

sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah 

tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain 

yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.26 

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah 

surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau 

peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. 

Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun akta dibawah 

tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah 

tangan ini diatur dalam ordonansi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu 

HIR dibuat (sebelum tahun 1848) akta dibawah tangan tersebut diatur khusus 

dalam Staatsblad 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan 

dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg Pasal 

286 sampai dengan Pasal 305. Selain itu, akta dibawah tangan dapat juga 

                                                           
25 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, 

hlm. 125. 
26 Lihat Pasal 1874 KUHPerdata. 
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dilihat dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdata. Perbedaan antara 

HIR dan RBg adalah didalam HIR hanya mengatur mengenai akta otentik saja, 

maka RBg selain mengatur mengenai akta otentik juga mengatur mengenai 

akta dibawah tangan. 

Adapun isi dari Pasal-Pasal S. 1867 No. 29 adalah sebagai berikut :27 

Pasal 1 “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta 

yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-

surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang ditandatangani, yang 

dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan 

sebuah tulisan dibawah tangan dipersoalkan cap jari yang dibutuhkan 

dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang tertinggal dari 

seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-

undang dari mana ternyata bahwa ia mengenai di pembubuh cap jari 

tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tersebut.” 

Pasal 2 “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah 

tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda 

tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang 

mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak 

mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan 

orang yang mereka wakili.” 

Pasal 3 “Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya, 

ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak 

daripadanya, menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus 

memerintahkan supaya keaslian daripada tulisan atau tanda tangan 

tersebut.” 

Adapun yang termasuk akta dibawah tangan adalah : 

a. Legalisasi 

Akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada 

Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang 

                                                           
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Loc. Cit. 
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bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada 

legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.28 

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :29 

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang 

ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-

surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa 

perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan 

sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, 

dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang 

Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-

undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap 

jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa 

isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu 

cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. 

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang 

undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang 

pernyataan dan pembukuan termaksud. 

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat 

oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat 

pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. 

b. Waarmerken 

Akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal 

yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris 

untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak 

menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah 

                                                           
28 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Aumni, Bandung, 1984, hlm. 34. 
29 Subekti, Pembuktian Dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 68. 
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penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal 

saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.30 

3. Kebatalan Dan Pembatalan Akta 

Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam 

Buku III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPerdata). 

Istilah Pembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapi 

dipergunakan dengan alasan yang sama. Penerapan kedua istilah tersebut perlu 

dikaitkan dengan istilah “batal demi hukum” (nietig), merupakan istilah yang 

biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat 

objektif, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, sedangkan 

istilah “dapat dibatalkan” jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat 

subyektif, yaitu sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.31 

Akta Notaris batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat 

yang sudah ditentukan menurut hukum tanpa perlu adanya tindakan hukum 

tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif.32 

Istilah Pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian 

telah dipenuhi tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut 

berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi 

                                                           
30 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Op. Cit, hlm. 34. 
31 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011, 

hlm. 64-65. 
32 Ibid., hlm. 67. 
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dengan alasan tertentu, baik atas dasar-dasar kesepakatan atau dengan jalan 

mengajukan gugatan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat 

untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya atau ada aspek formal akta 

yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya dan ingin dibatalkan.33 

Berdasarkan uraian tersebut, Kebatalan akta Notaris meliputi :34 

a. Dapat Dibatalkan 

Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata 

mengenai kebebasan berkontrak, dan memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada para pihak. Jika dalam awal akta, terutama 

syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat 

subyektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat 

dibatalkan. 

b. Batal Demi Hukum 

Seperti halnya perjanjian, suatu akta Notaris dapat menjadi batal 

demi hukum apabila tidak terpenuhinya unsur obyektif suatu perjanjian, 

yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Mengenai perjanjian harus 

mempunyai objek tertentu di tegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata, 

yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) 

                                                           
33 Ibid. 
34 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 68. 
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tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Dengan demikian suatu perjanjian 

batal demi hukum, jika : 

a) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan. 

b) Mempunyai sebab yang dilarang oleh Undang-Undang atau 

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 

c. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan 

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat 

terjadi apabila memenuhi ketetentuan karena :35 

a) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau 

b) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau 

c) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika 

akta tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 

Sedangkan Pembatalan Akta Notaris meliputi : 

a. Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri 

Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang 

menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan tersebut, akta Notaris tidak 

akan pernah dibuat. Isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para 

                                                           
35 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 81. 
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pihak bukan kehendak Notaris. Jika akta Notaris yang berangkutan 

dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau 

harus diubah sesuai keadaaan, maka para pihak secara bersama-sama dan 

sepakat datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang 

bersangkutan. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk 

dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat 

pihak lainnya ke pengadilan umum untuk membatalkan isi akta yang 

bersangkutan agar tidak mengikat lagi. Bahwa yang dibatalkan oleh para 

pihak, baik karena sepakat ataupun melalui putusan pengadilan adalah isi 

akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak, aspek formal akta 

Notaris merupakan tanggung jawab Notaris, yang juga dapat dibatalkan 

oleh para pihak jika dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan.36 

b. Dibuktikan Dengan Asas Praduga Sah 

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan 

tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, yang dalam 

kewenangannya maka akta Notaris mengikat atau siapa saja yang 

berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris 

semua ketentuan telah dipenuhi, seperti : 

a) Notaris berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para 

pihak; 

                                                           
36 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 85. 
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b) Secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum 

tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersbut harus 

dianggap sah. 

Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta 

Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada pengadilan umum negeri dan telah ada putusan 

pengadilan umum yng telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta 

Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak 

sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris 

dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah 

dipenuhi.37 

4. Kekuatan Pembuktian Akta 

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan.38 Riduan Syahrani mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah 

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna 

                                                           
37 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm 87. 
38 Subekti, Hukum Pembuktian, Op. Cit., hlm. 83. 
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memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.39 

Sedangkan Hasbie As Shiddieqie mengatakan, pembuktian itu adalah segala 

yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu 

yang lain.40 

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh 

seseorang atau lebih puhak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat 

bukti dalam proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dangan sengaja untuk pembuktian. 

Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus 

ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta 

ternyata dari Pasal 1869 BW.41 A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut : 

“surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan 

untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”42 

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, 

                                                           
39 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 

2004, hlm. 83. 
40 Hasbie As Shiddieqie, Filsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 139. 
41 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71. 
42 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum, Op. Cit., hlm. 6. 
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yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau 

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.43 

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Adapun 

fungsi akta antara lain sebagai berikut :44 

a. Sebagai Syarat Untuk Menyatakan Adanya Suatu Perbuatan Hukum 

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai 

syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa 

dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan 

hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini dapat diambilkan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 

Pasal 1945 (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik. Sedangkan 

untuk akta dibawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang 

pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang meminjamkan uang dengan 

bunga), Pasal 1851 (tentang perdamaian). 

b. Sebagai Alat Pembuktian 

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan dengan 

tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum 

tersebut tidak dapat terbukti adanya. 

                                                           
43 M. Isa Arif, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 52. 
44 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 29. 
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Seperti yang telah disinggung diatas bahwa fungsi akta yang paling 

penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta Notaris 

memiliki nilai pembuktian , antara lain :45 

a. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat 

apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai 

akta tersebut bukan akta otentik maka harus dengan pembuktian melalui 

gugatan kepada pengadilan. 

b. Formal (formele bewijskracht) 

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib 

memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-

benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai 

dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal 

mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut 

harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para 

pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak. 

c. Materiil (materiele beweijskracht) 

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta 

maksdunya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-

pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Jika ada 

                                                           
45 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit, hlm. 18-20. 
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suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka 

tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat 

dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal 

aspek materiil dari akta Notaris. 

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan 

Notaris merupakan jabatan kepercayaan (verrowen ambis) karena berdasarkan 

atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang 

dalam pembuatan akta maka akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna.  
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F. Metode Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas 

terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 

penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.46 Adapun 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Objek Penelitian 

Dalam hal ini yang akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian 

ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan 

yang dibatalkan oleh pengadilan dan kekuatan pembuktian akta dibawah 

tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, didukung 

dengan keterangan dari narasumber para Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta sehingga menghasilkan data yang komprehensif untuk menunjang 

tercapainya tujuan dari penelitian ini.  

                                                           
46 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6. 
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3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum Primer yang digunakan adalah peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris. 

b. Bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang tidak 

menjadi dokumen resmi, seperti literatur-literatur, buku-buku, kamus 

hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim terkait yang 

menunjang pada penilitian ini. 

c. Bahan hukum Tersier yang digunakan adalah bahan non-hukum, seperti 

bahan hukum yang memberi petunjuk dan informasi terhadap kata-kata 

yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) dan Ensiklopedia serta artikel dari media internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Dokumen Atau Kepustakaan 

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan atau 

menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi 

informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti.47  

                                                           
47 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm. 101. 
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b. Wawancara Dengan Narasumber 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan 

melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti yaitu Notaris dan Hakim di Yogyakarta. 

5. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang 

sedang ditangani.48 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan ini bertajuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang 

dihadapi.49  

                                                           
48 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm. 58. 
49 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm. 60. 
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6. Analisis Penelitian 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah menata dan mengorganisasikan data. 

Dengan hasil pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk 

mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis dan selengkap 

mungkin.50 

G. Sistematika Penulisan 

Keseluruhan tesis ini meliputi 4 (empat) bab yang secara garis besar isi dari 

bab perbab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, telaah pustaka atau kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGGUNG JAWAB NOTARIS, 

AKTA DIBAWAH TANGAN, KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA, 

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tanggung jawab Notaris, akta 

dibawah tangan, kebatalan dan pembatalan akta serta kekuatan pembuktian akta.  

                                                           
50 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm. 134. 
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BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI 

AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN 

DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG 

TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PENGADILAN 

Bab ini berisi tentang analisis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi 

akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta 

dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di 

pengadilan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang menyimpulkan dari 

seluruh bab yang terdapat dalam penulisan tesis ini sebagai jawaban permasalahan 

dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis 

terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGGUNG JAWAB NOTARIS, AKTA 

DIBAWAH TANGAN, KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA, 

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA 

 

A. Tanggung Jawab Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk 

membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum 

kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat 

akta otentik dalam hal keperdataan. 

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan hukum dibidang 

pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak professional dalam 

melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat.51 Sebagaimana diatur dalam Notaris dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang 

menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang ini.”52 

                                                           
51 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan 

Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3. 
52 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
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Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk 

memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum 

perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. 

Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik 

Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai 

bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam 

kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka 

Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam 

menjalankan jabatannya.53 

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang 

membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.54 Notaris juga merupakan 

pejabat umum bukan sebagai pegawai Negeri.55 Notaris yang mengemban jabatan 

sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau 

janji dan Kode Etik Notaris (KEN) merupakan norma jati diri yang selalu dipegang 

oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.56 

                                                           
53 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit., hlm. 40. 
54 Agus Pandoman, Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas, Raja Utama 

Kreasi, Jakarta, 2017, hlm. 93. 
55 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2007, hlm. 143. 
56 Ibid., hlm. 149. 
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Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres 

XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 juga memberikan aturan mengenai 

kepribadian Notaris, yaitu :57 

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai 

pancasila, sadar serta taat kepada UUJN, sumpah jabatan, KEN dan berbahasa 

Indonesia yang baik; 

2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang 

profesional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam 

bidang hukum; 

3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan 

kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya. 

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :58 

1. Sebagai Jabatan 

Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada 

UUJN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. 

Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas 

yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk 

                                                           
57 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Storia Grafika, 

Jakarta, 2001, hlm. 149. 
58 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit., hlm. 15-16. 
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keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan 

sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. 

2. Notaris Memiliki Kewenangan Tertentu 

Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan 

tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang 

Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya 

termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. 

3. Diangkat Serta Diberhentikan Oleh Pemerintah 

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi 

kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris 

menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya wajib : 

a) Bersifat mandiri (autonomous); 

b) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (impartial); 

c) Tidak bergantung terhadap siapapun (independent) atau dalam kata lain tidak 

dapat dicampuri oleh pihak manapun.  

4. Tidak Menerima Gaji Pensiun Dari Pemerintah Yang Mengangkatnya. 

Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan 

karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat meberikan jasa secara 

cumacuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.  
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5. Akuntabilitas Dalam Pekerjaannya Kepada Masyarakat 

Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta 

menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan 

Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tida sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. 

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak 

dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. 

Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.59 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum 

dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan 

alasan lain merupakan batas baik Notaris yang sudah tidak dapat melakukan 

kewenangan apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut 

tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris 

(Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus 

(Pasal 1 angka 4) UUJN.60 

Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya 

sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam 

melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan 

Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan 

                                                           
59 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159. 
60 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit., hlm. 52. 
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yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh karena itu telah 

selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya. 

Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUJN mengenai batas pertanggung 

jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti 

Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat dan telah diserahkan 

kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau sudah berhenti dari 

jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris 

Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal 

dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, 

dan sanksi nya terhadap Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan 

Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang 

dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum.61 

Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang tercantum 

dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerdata, antara lain : 

“Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta 

para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari 

pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang 

dimuat didalamnya”.62 

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secra perdata timbul karena akibat 

kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 1234KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut 

dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam 

                                                           
61 Ibid. 
62 Ibid., hlm. 54. 
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Pasal 1365KUHPerdata. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan 

telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung 

jawab akibat dari perbuatannya tersebut.63 

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab 

adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang 

memberikan 3 kemampuan, antara lain :64 

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri; 

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan 

masyarakat tidak diperbolehkan; 

3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya tersebut. 

Notaris di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf B UUJN, Notaris berwenang 

membukukan surat dibawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus yang 

disebut dengan buku pendaftaran surat dibawah tangan (waarmerking). 

Kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi) 

diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf A UUJN.  

                                                           
63 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, 

Yogyakarta, 2007, hlm. 11. 
64 Ibid., hlm. 13. 
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Adapun tugas Notaris lainnya dalam UUJN yakni pada Pasal 15 ayat 2 

yang menyatakan : 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah 

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau 

g. Membuat akta risalah lelang. 

B. Tinjauan Umum Akta Dibawah Tangan 

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang 

disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para 

pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan 

kata lain, akta dibawah tangan atau onderhands acte adalah akta yang dibuat tanpa 

perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri 

oleh pihak yang mengadakan perjanjian.65 

                                                           
65 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum, Loc. Cit. 
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Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh 

kualifikasi sebagai akta yakni :66 

a. Tulisan itu harus ditandatangani; dan 

b. Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti. 

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, 

dasar legalitas eksistensi dari akta Notaris yang mana mempunyai syarat-syarat 

yakni :67 

a. Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum; 

b. Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang;dan 

c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk 

itu dan dimana tempat akta itu dibuat. 

1. Pengertian Akta Dibawah Tangan 

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang 

sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang 

pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.68 

Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap 

sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah 

                                                           
66 M.U. Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

Medan, 1997, hlm. 3. 
67 Putu Mas Maya Ramantini, Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang 

Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas 

Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 56. 
68 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, 

hlm. 125. 
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tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain 

yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.69 

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah 

surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau 

peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. 

Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun akta dibawah 

tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah 

tangan ini diatur dalam ordonansi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu 

HIR dibuat (sebelum tahun 1848) akta dibawah tangan tersebut diatur khusus 

dalam Staatsblad 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan 

dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg Pasal 

286 sampai dengan Pasal 305. Selain itu, akta dibawah tangan dapat juga 

dilihat dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdata. Perbedaan antara 

HIR dan RBg adalah didalam HIR hanya mengatur mengenai akta otentik saja, 

maka RBg selain mengatur mengenai akta otentik juga mengatur mengenai 

akta dibawah tangan.  

                                                           
69 Lihat Pasal 1874 KUHPerdata. 
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Adapun isi dari Pasal-Pasal S. 1867 No. 29 adalah sebagai berikut :70 

Pasal 1 “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap 

akta-akta yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, 

register-register, surat-surat rumah tangga, dan lain-lain 

tulisan yang ditandatangani, yang dibuat tanpa bantuan 

seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah 

tulisan dibawah tangan dipersoalkan cap jari yang dibutuhkan 

dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang 

tertinggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang 

ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia 

mengenai di pembubuh cap jari tersebut dibubuhkan 

dihadapan pejabat tersebut.” 

Pasal 2 “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu 

tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui 

atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli 

warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya 

cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan 

atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang 

yang mereka wakili.” 

Pasal 3 “Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda 

tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang 

yang mendapat hak daripadanya, menerangkan tidak 

mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya 

keaslian daripada tulisan atau tanda tangan tersebut.” 

Akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada 

Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada 

legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.71  

                                                           
70 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Loc. Cit. 
71 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Aumni, Bandung, 1984, hlm. 34. 
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2. Pengertian Legalisasi 

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan 

dengan cap (tapak) jempol/jari (vingeratdruk) yang “gewaarmerkt” oleh 

seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal 

yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa 

isi aktanya secara jelas diingatkan (voorgehouden) dan bahwa penerapan tapak 

jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris. Pengesahan Kecocokan fotocopy 

yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk mencocokan fotocopy 

dari asli surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan 

pengesahan terhadap fotocopy tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, 

dengan memberi cap jabatan dan tanda tangan Notaris pada fotocopyan 

tersebut atau yang sebagian orang menyebutnya “legalisir” biasanya 

pengesahan fotocopy ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data 

pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya seperti 

KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya.72 

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :73 

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta 

yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-

register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan 

yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. 

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan 

dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu 

pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang 
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Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41. 
73 Subekti, Pembuktian Dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 68. 
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pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana 

ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau 

bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya 

akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu 

cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. 

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan 

undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut 

tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. 

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh 

para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat 

pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. 

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa 

dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani 

oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian 

seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini 

adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal 

yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan demikian Legalisasi 

itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan 

membuktikan kebenaran tandan tangan penandatangan dan tanggalnya. 

3. Tata Cara Legalisasi 

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat 

di hadapan Notaris. Tulisan yang demikian disebut akta dibawah tangan. 

Dibawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda (onderhands). 

Ada kalanya yang dibuat dibawah tangan itu, para pihak kurang puas 

kalau tidak dicapkan di Notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan 
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cap pada akta-akta dibawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap Notaris, 

diberi nomor dan tanggal nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), 

kemudian diberikan kata-kata dan ditandatangani oleh Notaris. Membubuhkan 

cap pada akta dibawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau 

Pengesahan. 

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penandatangan akta itu harus 

datang menghadap Notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. 

Kemudian Notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda 

pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, 

yakni Notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa 

orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang 

orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. 

Sesudah diperiksa cocok, kemudian Notaris membacakan akta dibawah tangan 

itu dan menjelaskan isi dan maksud akta dibawah tangan itu. 

4. Perbadingan Antara Legalisasi Dengan Waarmerking 

Waarmerking, artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar 

dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh 

apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh 

para pihak, sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. 

Contohnya : Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang 

ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris 
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pada tanggal 18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, 

melainkan hanya bisa didaftar (waarmerking) saja. 

Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda 

tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh Notaris. Notaris 

terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, 

diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmerking, dan diberi 

tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan 

kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di 

tandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. 

Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh 

Notaris. 

Adapun letak perbedaan antara waarmerking dan legalisasi ialah bahwa :74 

“Waarmerking hanya mempunyai kepastian. tanggal saja 

dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada 

legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang 

melegalisasi, sedangkan untuk waarmerking, pada saat di 

waarmerking, surat itu sudah ditandatangani oleh yang 

bersangkutan. Jadi yang memberikan waarmerking tidak 

mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda 

tangannya.” 

C. Kebatalan Dan Pembatalan Akta 

Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam 

Buku III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPerdata). Istilah 

Pembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapi dipergunakan dengan 
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alasan yang sama. Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah 

“batal demi hukum” (nietig), merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk 

menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal 

tertentu dan sebab yang tidak dilarang, sedangkan istilah “dapat dibatalkan” jika 

suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat dan kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan.75 

Akta Notaris batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang 

sudah ditentukan menurut hukum tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari 

yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif.76 

Istilah Pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah 

dipenuhi tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar 

perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, 

baik atas dasar-dasar kesepakatan atau dengan jalan mengajukan gugatan ke 

pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta 

yang pernah dibuatnya atau ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak 

diketahui sebelumnya dan ingin dibatalkan.77  
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76 Ibid., hlm. 67. 
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Berdasarkan uraian diatas, Kebatalan akta Notaris meliputi :78 

1. Dapat Dibatalkan 

Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai 

kebebasan berkontrak, dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

kepada para pihak. Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak 

yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas 

permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. 

Akta Notaris yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi 

mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang 

berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan 

syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya 

perjanjian harus diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan 

dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi 

akta. 

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan antara para 

pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang 

membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang 

dikehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak 

                                                           
78 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 68. 
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lain. Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai 

kehendak yang sama secara timbal balik.79 

Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan bertindak. 

Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan 

dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. 

Akta Notaris yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak 

memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notariil adalah 

pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang 

oleh Undang-Undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di 

sini sebenarnya ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi 

tindakan tersebut menurut Undang-Undang masih menimbulkan akibat hukum 

seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang 

timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat 

dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang 

diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menuntut seperti itu. Menurut Pitlo, 

akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan 

itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada 

tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka 

keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.80 Berbeda halnya 

                                                           
79 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum 

Dalam Bisnis), Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 7. 
80 J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1996, hlm. 165. 
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jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat 

pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, 

sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah 

dibuat, hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk 

selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan 

perikatan-perikatan baru.81 

2. Batal Demi Hukum 

Seperti halnya perjanjian, suatu akta Notaris dapat menjadi batal demi 

hukum apabila tidak terpenuhinya unsur obyektif suatu perjanjian, yaitu objek 

tertentu dan sebab yang halal. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek 

tertentu di tegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian 

harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan 

jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau 

dihitung. Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika : 

a) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan. 

b) Mempunyai sebab yang dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan 

dengan kesusilaan atau ketertiban umum.  

                                                           
81 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1995, hlm. 29. 
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3. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan 

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi 

apabila memenuhi ketetentuan karena :82 

a) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau 

b) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau 

c) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta 

tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak.  

                                                           
82 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 81. 
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Sedangkan Pembatalan Akta Notaris meliputi : 

1. Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri 

Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap 

Notaris, tanpa adanya keinginan tersebut, akta Notaris tidak akan pernah 

dibuat. Isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak bukan 

kehendak Notaris. Jika akta Notaris yang berangkutan dirasakan oleh para 

pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai 

keadaaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke 

hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Jika para 

pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka 

bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya ke pengadilan 

umum untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi. 

Bahwa yang dibatalkan oleh para pihak, baik karena sepakat ataupun melalui 

putusan pengadilan adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para 

pihak, aspek formal akta Notaris merupakan tanggung jawab Notaris, yang 

juga dapat dibatalkan oleh para pihak jika dapat dibuktikan melalui putusan 

pengadilan.83  

                                                           
83 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 85. 
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2. Dibuktikan Dengan Asas Praduga Sah 

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan tertentu 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, yang dalam kewenangannya 

maka akta Notaris mengikat atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta 

tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan telah dipenuhi, 

seperti : 

a) Notaris berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para 

pihak; 

b) Secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum 

tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersbut harus dianggap 

sah. 

Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris 

tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan 

kepada pengadilan umum negeri dan telah ada putusan pengadilan umum yng 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau tidak batal demi 

hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian 

penerapan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika 

ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi.84 

                                                           
84 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 87. 
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D. Kekuatan Pembuktian Akta 

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan.85 Riduan Syahrani mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 

kebenaran peristiwa yang dikemukakan.86 Sedangkan Hasbie As Shiddieqie 

mengatakan, pembuktian itu adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, 

baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.87 

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh 

seseorang atau lebih puhak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat 

bukti dalam proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda tangan, 

yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau 

perikatan, yang dibuat sejak semula dangan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk 

dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. 

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 

1869 BW.88 A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut : “surat-surat yang 

ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan 

                                                           
85 Subekti, Hukum Pembuktian, Op. Cit., hlm. 83. 
86 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 

2004, hlm. 83. 
87 Hasbie As Shiddieqie, Filsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 139. 
88 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71. 
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oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”89 Menurut Sudikno 

Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tanda tangan, yang memuat 

peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat 

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.90 

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Adapun 

fungsi akta antara lain sebagai berikut :91 

1. Sebagai Syarat Untuk Menyatakan Adanya Suatu Perbuatan Hukum 

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai 

syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan 

tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak 

terjadi. Dalam hal ini dapat diambilkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), Pasal 1945 (tentang sumpah 

di muka hakim) untuk akta otentik. Sedangkan untuk akta dibawah tangan 

seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 

(tentang meminjamkan uang dengan bunga), Pasal 1851 (tentang perdamaian).  

                                                           
89 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum, Op. Cit., hlm. 6. 
90 M. Isa Arif, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 52. 
91 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 29. 
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2. Sebagai Alat Pembuktian 

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan dengan tidak 

adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak 

dapat terbukti adanya. 

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa fungsi akta yang paling penting 

di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta Notaris memiliki nilai 

pembuktian, antara lain :92 

1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa 

adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta 

tersebut bukan akta otentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan 

kepada pengadilan. 

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu 

sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (acta publica 

probant sese ipsa). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta 

sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta 

otentik, artinya sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut 

bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak 

yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan 

                                                           
92 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit, hlm. 18-20. 
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akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari 

Notaris.93 

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus 

dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu 

dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu 

akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan 

wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. 

Penyangkalan atau pengingkaran secara lahiriah akta Notaris sebagai 

akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus 

didasarkan pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian 

semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat 

harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek 

gugatan bukan akta Notaris.94 

2. Formal (formele bewijskracht) 

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib 

memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar 

dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan 

ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta 

tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat 

                                                           
93 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 18. 
94 Ibid., hlm.19. 
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membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, 

dan pernyataan keterangan para pihak. 

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan 

fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan 

oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal 

untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, 

tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan 

tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan 

apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita 

acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau 

penghadap (pada akta pihak). 

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat 

dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, 

membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan 

ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga 

harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para 

pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran 

tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan 

akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus 
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melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta 

Notaris.Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta 

tersebut harus diterima oleh siapa pun. 

Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau 

penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa 

dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran 

atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke 

pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek 

formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, 

misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris 

pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau 

merasa tanda-tangan dalam akta bukan tanda-tangan dirinya. Jika hal ini terjadi 

bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, penggugat 

harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.95 

3. Materiil (materiele beweijskracht) 

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta 

maksdunya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak 

umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Jika ada suatu 

pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab 

terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan 

                                                           
95 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 20. 
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melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta 

Notaris. 

Merupakan kepastian tentang meteri suatu akta, karena apa yang 

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak 

yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, 

kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang 

dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara, atau 

keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris akta 

pihak dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau 

dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang 

menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat 

dalam akta harus dinilai telah berkata benar. Jika ternyata pernyataan atau 

keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut 

menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri.Notaris terlepas dari hal 

semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai 

yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak 

dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.  
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Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang 

bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan 

atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat, atau para pihak yang 

telah berkata benar dihadapan Notaris menjadi tidak benar dan harus dilakukan 

pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. 

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris 

sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut.Jika dapat dibuktikan 

dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak 

benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan 

pembuktiannya hanya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan.96 

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan 

Notaris merupakan jabatan kepercayaan (verrowen ambis) karena berdasarkan atas 

keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam 

pembuatan akta maka akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.  

                                                           
96 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 21. 
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BAB III 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA 

DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN DAN 

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH 

DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PENGADILAN 

 

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang 

Dibatalkan Oleh Pengadilan 

Sebagaimana dijelaskan oleh Herlien Budiono, ketentuan kebatalan dan 

pembatalan tidak diterapkan secara tegas, yaitu ketika Undang-Undang bermaksud 

untuk menyatakan bahwa tidak ada akibat hukum dinyatakan “batal”, tetapi 

kadang-kadang digunakan “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUHPerdata) 

dan “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUHPerdata).97 Apabila perjanjian 

tidak memenuhi persyaratan obyektif, tetapi masih ada yang mengajukan gugatan 

atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim berkewajiban karena jabatannya 

menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.98 

Pada prinsipnya akibat dari kebatalan sama dengan batal demi hukum, 

dapat dibatalkan dan non existent, artinya ketiga perbuatan hukum tersebut 

menjadi tidak berlaku atau mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, dengan 

                                                           
97 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Op. Cit., hlm. 

364. 
98 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 22. 
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alasan ketidakabsahan dianggap tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan 

obyektif, tidak memenuhi syarat esensial perjanjian, dan tidak memenuhi bentuk 

formal yang disyaratkan oleh Undang-Undang/peraturan yang berlaku maka 

disebut batal.99 Perbedaan dari ketiga perbuatan hukum tersebut adalah :100 

1. Batal demi hukum adalah perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat 

hukum sejak terjadinya perbuatan hukum, dalam prakteknya batal demi hukum 

didasarkan menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap; 

2. Dapat dibatalkan adalah perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat 

hukum sejak terjadinya pembatalan dan pengesahan perbuatan hukum 

tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum dapat 

dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat 

selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap yang membatalkan akta tersebut; 

3. Non existent adalah perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum 

karena tidak terpenuhinya esensi dari suatu perjanjian atau tidak memiliki salah 

satu unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent, dalam 

prakteknya diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum 

                                                           
99 Wawancara dengan RA Setyo Hidayati, Notaris Kota Palangka Raya, Pada Tanggal 30 

September 2020. 
100 Mulyoto, Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai), 

Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 45. 
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tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum. 

Istilah pembatalan pada hakikatnya adalah aktif, artinya meskipun syarat-

syarat perjanjian telah tercapai, para pihak yang bersepakat berharap karena suatu 

alasan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat, baik berdasarkan kesepakatan maupun 

melalui pengadilan untuk mengajukan gugatan pencabutan. Para pihak telah sepakat 

untuk membatalkan kontrak yang dibuatnya, atau diketahui beberapa aspek kontrak 

belum terpenuhi, dan hal ini tidak diketahui sebelumnya, sehingga semua pihak ingin 

membatalkannya.101 

Dalam hukum perjanjian, jika kondisi syarat subjektif dan syarat objektif 

tidak terpenuhi, maka akan ada akibat hukumnya. Jika syarat subjektif tidak 

terpenuhi, maka perjanjian (dapat dibatalkan) sepanjang orang atau pihak tertentu 

memintanya. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut 

( batal demi hukum) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, sehingga 

perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan tidak mengikat siapapun.102 

Syarat subjektif disebutkan di awal akta. Unsur pertama dari syarat 

subjektif adalah mencapai kesepakatan, dan tidak ada tekanan atau campur tangan 

dari pihak manapun, tetapi hanya kemauan dari pihak yang berjanji. Unsur yang 

kedua dari syarat subjektif adalah kemampuan pihak yang berkomitmen untuk 

mengambil tindakan. Kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum 

                                                           
101 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit, hlm. 67. 
102 Wawancara dengan RA Setyo Hidayati, Notaris Kota Palangka Raya, Pada Tanggal 30 

September 2020. 
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dalam akta tersebut, jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentutkan, maka 

akan menimbulkan akibat hukum tertentu terkait dengan subjek hukum yang akan 

di tindak.103  

Oleh karena itu, jika kondisi para pihak di hadapan Notaris tidak memenuhi 

persyaratan subjektif pada awal kontrak, kontrak dapat dibatalkan atas permintaan 

seseorang. Apabila semua ketentuan prosedur Notaris terpenuhi, maka akta 

Notaris tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuatnya 

mempunyai efek bukti yang sempurna. Apabila ada prosedur yang belum selesai, 

dan prosedur yang belum selesai tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut 

dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses 

pengadilan sebagai akta dibawah tangan. Jika memiliki posisi seperti itu, nilai 

pembuktiannya akan diserahkan kepada Hakim.104 

Dalam ketetapan hukum kenotariatan yang benar tentang akta Notaris dan 

Notaris, apabila para pihak mempermasalahkan akta Notaris, maka : 

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta 

tersebut, kemudian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat para pihak lagi 

serta para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut. 

2. Apabila para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta tersebut, maka salah 

satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, untuk mendegradasikan akta 

                                                           
103 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Loc. Cit. 
104 Wawancara dengan RA Setyo Hidayati, Notaris Kota Palangka Raya, Pada Tanggal 30 

September 2020. 
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Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan. 

Setelah akta Notaris tersebut didegradasikan, hakim yang memeriksa 

gugatan tersebut harus memberikan penjelasan tersendiri atas akta Notaris yang 

sudah didegradasikan tersebut, terlepas dari apakah akta Notaris ini masih 

mengikat para pihak atau telah dibatalkan. Oleh sebab itu, ini tergantung 

pembuktian dan penilaian hakim. 

Jika pada posisi lain salah satu pihak merasa dirugikan dengan akta Notaris, 

pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap penggugat berupa 

tuntutan ganti rugi dari Notaris yang bersangkutan, yaitu kerugian tersebut harus 

dibuktikan dalam gugatan langsung dari akta Notaris. Dalam dua posisi tersebut, 

penggugat harus dapat membuktikan segala sesuatu yang dilanggar Notaris dari 

aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil.105 

Saat menjalankan tugas, seorang Notaris diberi wewenang untuk memikul 

tanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab ini adalah kesediaannya untuk 

memenuhi kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil dari tindakan yang 

telah direncanakannya. Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi 

akta yang dibuat di hadapannya, tetapi Notaris hanya bertanggung jawab atas 

bentuk akta yang diatur oleh Undang-Undang.  

                                                           
105 Habib Adjie, Karakter Yuridis Akta Notaris_Indonesia Notary Community.htm 
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Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil, antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata 

Tafsir yudisial yang digunakan untuk kebenaran perbuatan Notaris 

dalam pertanggungjawaban perdata adalah penafsiran perbuatan melawan 

hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Tindakan ilegal yang disebut memiliki sifat 

aktif atau pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang merugikan pihak 

lain, sehingga perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang positif. 

Pasif dalam arti tidak melakukan tindakan tertentu atau dalam arti perlu, pihak 

lain dapat mengalami kerugian. Unsur-unsur perbuatan ilegal ini antara lain 

adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. 

Dengan berkembangnya tindak pidana ilegal masa kini, maka yang 

disebut perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam 

arti luas. Secara lebih rinci, pelanggaran hukum adalah : 

a. Melanggar hak orang lain; 

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; 

c. Bertentangan dengan kesusilaan; 

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri 

dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Interpretasi dari penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris 

menunjukkan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk akta yang 
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sebenarnya, bukan materi akta yang sebenarnya. Ini membutuhkan Notaris 

untuk tetap netral dan tidak memihak dan untuk memberikan semacam nasihat 

hukum kepada klien yang mencari bimbingan hukum dari Notaris. Sejalan 

dengan hal tersebut, jika nasihat hukum yang diberikan kemudian terbukti 

salah, Notaris dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil. Dengan 

mengkonstruksi tafsir Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat 

disimpulkan bahwa apabila fakta membuktikan bahwa Notaris tidak 

memberikan hak hukum tertentu terkait dengan akta yang dibuatnya, maka 

Notaris dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang 

dibuatnya, sehingga membuat Satu sisi merasa tertipu oleh ketidaktahuannya 

sendiri.106 

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna 

sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan 

tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan 

tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para 

pihak. 

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut 

dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah 

dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk 

kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan 

                                                           
106 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 16. 
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bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk 

memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. 

Dalam prakteknya, Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai 

tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang 

dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau 

perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam 

akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah 

memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, 

dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, 

maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah 

oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, 

karena Notaris bukanlah pihak dalam akta. 

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan 

gugatan secara perdata terhadap Notaris ke pengadilan dan para pihak tersebut 

wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan Notaris wajib 

mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah 

hukum Notaris yaitu akta Notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau 

pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak 

benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan 

penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
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2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, 

dimana ketika perbuatan tersebut dilarang, akan dijatuhkan sanksi atau 

ancaman pidana tertentu kepada pelanggarnya. Undang-Undang Jabatan 

Notaris tidak mengatur tentang ketentuan pidana, tetapi dalam hal 

pertanggungjawaban pidana, Notaris dapat dijatuhkan sanksi pidana. Dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi atas perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam bentuk akta, perbuatan 

tersebut dilakukan tanpa kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan 

pembuktian akta dibawah tangan. Pada saat yang sama, Notaris dapat 

dijatuhkan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat. 

Perkara pidana yang terkait dengan bentuk akta Notaris, penyidik, jaksa 

dan hakim akan menyertakan Notaris yang telah melakukan perbuatan 

hukum:107 

a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP); 

b. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (2) KUHP); 

c. Melakukan pemalsuan surat (Pasal 264 KUHP); 

d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik 

(Pasal 266 KUHP). 

                                                           
107 Ima Erlie Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap 

Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 74. 
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Jika dikaitkan dengan tindak pidana formal yang dilakukan oleh 

seorang Notaris, seseorang juga dapat melakukan perbuatan terlarang dalam 

keadaan sadar, maka pelaku harus memiliki rasa bersalah yaitu kesengajaan 

(opzet) dan hati-hati (culpa). Dalam kejahatan, perilaku yang disengaja (opzet) 

terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka kesengajaan memiliki 3 niat, yaitu :108 

a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als 

oogmerk); 

b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai 

dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij 

zekerheidsbewustzijn); 

c. Kesengajaan akan tetapi disertai dengan keinsyafan hanya karena ada 

kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheids- 

bewustzijn). 

Selain itu, kesengajaan ini juga harus memiliki 3  unsur yaitu :109 

a. Perbuatan yang dilarang; 

b. Akibat yang menjadikan alasan diadakan larangan tersebut; 

c. Perbuatan yang melanggar hukum.  

                                                           
108 Ibid., hlm.75-76. 
109 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2011, hlm. 65. 
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Dalam praktek sering kali ditemukan, apabila ada akta Notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain sering kali Notaris 

ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu 

melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam 

akta Notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, 

apakah mungkin Notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf bersama-sama para 

pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. 

Apabila Notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk 

diberikan sanksi. 

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan Notaris 

atas laporan pihak tertentu menurut pasal 66 UUJN maka jika Notaris 

dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin 

memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.110 

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, 

Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN maka dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang. Ketika seorang 

tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan 

memanggil saksi-saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal 

tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, 

                                                           
110 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit, hlm. 24. 
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karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri. 

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila 

terjadi pelanggaran pidana oleh Notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat 

dalam KUHP, dengan catatan pemidanaan Notaris dilakukan dengan batasan 

:111 

a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil 

akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang 

akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama para 

penghadap diajdikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai 

pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut 

harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta Notaris tidak 

memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib 

membuktikannya. Sedangkan akta Notaris dalam aspek formal harus 

memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang 

dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris dan diterangkan 

oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. 

Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang 

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak 

yang membuat akta. 

                                                           
111 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan, Mandar Maju, 

Surabaya, 2011, hlm. 208. 



75 

 

b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh 

Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. 

c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang 

untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas 

Notaris. 

Penjatuhan sanki pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang 

batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi 

rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan 

dalam KUHP. Pemeriksaan kepada Notaris harus dapat dibuktikan kesalahan 

yang dilakukan oleh Notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan 

logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan Notaris. Hal 

tersebut berlaku pula bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun 

pensiun. Sehingga apabila ada akta Notaris yang bermasalah oleh para pihak 

yang mempermasalahkan, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. 

Namun apabila di Pengadilan Notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau 

tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat 

akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap 

tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib 

dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.112  

                                                           
112 Ibid. 
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3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif 

Ada korelasi yang kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi mengawasi Notaris secara internal dan 

Undang-Undang Jabatan Notaris mengawasi Notaris secara eksternal. Dalam 

menjalankan tugasnya, Notaris harus melakukan hal-hal sebagai berikut :113 

a. Notaris harus melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ini berarti bahwa 

akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-

pihak yang berkepentingan karena jabatannya; 

b. Notaris perlu menghasilkan akta yang berkualitas. Artinya, perbuatan yang 

dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan 

kepada pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta 

yang dibuatnya. akta tersebut berdampak positif, jadi siapapun akan 

mengakui bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna. 

Kasus yang selalu kontroversial bersifat formal, terutama di bidang-

bidang ini adalah sebagai berikut : 

a. Kepastian hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap; 

b. Pihak siapa yang menghadap; 

c. Tanda tangan yang menghadap; 

                                                           
113 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Op. Cit., hlm. 49. 
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d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; 

e. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; 

f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta 

dikeluarkan. 

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris, jika melanggar aspek formal maka sanksi bagi Notaris adalah 

sebagai berikut :114 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pemberhentian sementara; 

d. Pemberhentian dengan hormat;atau 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari 

jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya 

untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat 

atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada Notaris. Pemberian sanksi 

ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk 

melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi 

pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk 

memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus 

                                                           
114 Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
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ditentukan batas waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung. Sanksi 

pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi 

pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini 

masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan. 

B. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh 

Notaris Dalam Pengadilan 

Dasar peninjauan perkara di pengadilan membutuhkan pengungkapan 

kebenaran yang dapat diperoleh melalui prosedur pembuktian sehingga keabsahan 

Undang-Undang dapat jelas. Mengenai metode pembuktian, termasuk kategori 

pertama (KUHPerdata), yang juga dapat dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang 

Tentang Hukum Perdata materiil. Pendapat ini jelas lahir di B.W. untuk negara 

Indonesia, pembuktian ini sudah masuk dalam H.I.R. yang berisi tentang hukum 

acara yang berlaku di di Pengadilan Negeri.115 

Yang disebut alat bukti “pembuktian” adalah membujuk hakim untuk 

membuat persuasif dalam sengketa atau dalil lainnya, yaitu kemampuan penggugat 

atau tergugat untuk menggunakan hukum pembuktian untuk mendukung dan 

mempertahankan hubungan hukum serta untuk berdebat dalam hubungan hukum 

yang diperkarakan.116 

                                                           
115 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Op. Cit., hlm. 176. 
116 Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang, https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-

islam/pembuktian-di-muka-persidangan/ Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020. 

https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/
https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/
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Menurut System Reglemen Indonesia, peninjauan kasus persidangan 

dilakukan secara lisan. Hakim mendengarkan pendapat kedua belah pihak, kedua 

belah pihak melakukan semuanya secara lisan dan panitera mencatat semua 

pemeriksaan dalam catatan persidangan.117 

Dalam tindakan hakim yang memeriksa perkara tersebut, penting untuk 

memanggil dan mendengarkan saksi. Pasal 121 System Reglemen Indonesia 

mengatur bahwa ketika kedua belah pihak dipanggil untuk hadir maka para pihak 

diperintahkan untuk hadir sebagai saksi.118 

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki 

apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada. Jika 

penggugat gagal memenangkan perkara, penggugat harus membuktikan hubungan 

hukum tersebut untuk memenangkan perkara. Dalil-dalil yang menjadi dasar 

gugatan akan dikalahkan, dan jika terbukti bisa, gugatan itu menang. 

Sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Pasal RBg, diakui dan 

diharapkan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara damai, tentunya hakim 

dapat berperan aktif dan mencari solusi dengan mendamaikan perkara perdata 

yang dikaji. Sejak awal pasal, jika hakim melalaikan pemeriksaan pada tahap 

rekonsiliasi dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, maka 

                                                           
117 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, 

hlm. 55. 

118 Ibid. 
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hakim dianggap melanggar tata tertib. Akibatnya pemeriksaan tersebut dinilai 

tidak sah dan melanggar hukum.119 

Dalam sengketa di pengadilan, semua pihak bertanggung jawab untuk 

mengajukan dalil-dalil yang menentang (posita). Majelis hakim harus memeriksa 

dan menentukan dalil mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan keadaan 

asli yang ditetapkan dalam kasus tersebut.120 Keyakinan ini didasarkan pada apa 

yang disebut alat bukti dalam hukum, dan masing-masing pihak berusaha untuk 

membuktikan dalil atau posisinya di hadapan hakim dalam persidangan.121 

Dalam proses persidangan, pembuktian menjadi fokus peninjauan kasus di 

pengadilan. Pada tahap ini pembuktian akan menjadi proses, metode dan perilaku 

pembuktian keaslian perkara di dalam pengadilan. 

Dalam persidangan, hakim harus bisa meyakini apakah dasar perkara harus 

ditetapkan. Dalam hal ini harus dibuktikan kepada hakim sebelum sidang, dan 

tugas kedua belah pihak dalam perkara tersebut adalah memberikan alat bukti yang 

diminta oleh hakim. 

Oleh karena itu, dari perspektif tersebut di atas, dalam memberikan alat 

bukti yang dibutuhkan hakim sebagai dasar alat bukti persidangan, banyak hal 

yang harus diperhatikan agar dapat dipahami akibat hukumnya.  

                                                           
119 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian 

dan PutusanPengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 240. 

120 Dalam sengketa, https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-

persidangan/ Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020. 
121 Ibid. 

https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/
https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/
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Tidak perlu hakim dalam hukum acara perdata untuk memenangkan 

seseorang. Yang terpenting adalah adanya alat bukti yang sah, dan hakim akan 

menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah berdasarkan alat bukti tersebut. 

Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil.122 

Oleh karena itu, kita harus tahu siapa yang harus membuktikan penggugat 

dalam perkara ini, sehingga hakim wajib memeriksa perkara tersebut, dan hakim 

haruslah yang akan memutuskan pihak mana dalam perkara yang wajib 

memberikan bukti, apakah itu penggugat atau tergugat. Dalam hal ini, hakim harus 

bertindak arif dan bijaksana serta harus adil dan tanpa kedudukan. Oleh karena itu, 

hakim harus memperhatikannya dengan cermat dan teliti dalam semua kasus 

dimana perkara tersebut diperiksa. 

Di pengadilan, jika pengajuan hanya merupakan akta dibawah tangan 

dengan mempertimbangkan bukti yang terbatas, maka masih diupayakan bukti lain 

untuk mendukungnya, guna mendapatkan bukti lain yang dianggap cukup untuk 

mencapai kebenaran menurut hukum.  

                                                           
122 Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar 

Maju, Bandung, 2005, Hlm. 60. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jadi akta otentik dan akta dibawah 

tangan yang diakui oleh hakim merupakan bukti yang tidak dapat disangkal yang 

menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait telah meletakkan penyataan seperti yang 

tertulis dalam akta tersebut.123 

Situasi yang harus dibuktikan adalah apa yang menjadi masalah, yaitu 

segala sesuatu yang diajukan oleh satu pihak dan segala sesuatu yang 

diperdebatkan oleh pihak lain. Sementara itu, dalam urusan hukum, para pihak 

tidak perlu membuktikan, tetapi hakim harus tahu. 

Dalam hukum acara Indonesia, hakim harus mengambil dan mencapai 

putusannya, semua keputusan harus menurut alat bukti yang sah dan barulah 

hakim diperbolehkan membuat sebuah putusan. 

Selama tidak ada ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut, hakim 

dapat dengan bebas mengadili alat bukti. Oleh karena itu, hakim memiliki 

kewenangan untuk mengevaluasi alat bukti agar masyarakat mengetahui bahwa 

akibat hukum tidak lebih dari penilaan atas fakta.  

                                                           
123 Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakrata, Pada Tanggal 19 

Oktober 2020. 
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Dalam proses persidangan, jika yang diajukan hanya akta dibawah tangan 

dengan akibat hukum terbatas, maka masih diperlukan alat bukti pendukung lain 

dan diupayakan agar akibat hukum tersebut dianggap cukup untuk membuktikan 

kebenaran menurut Undang-Undang.124 

Oleh karena itu, jika putusan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan 

dan segala peristiwa yang telah dibuktikan oleh semua pihak dalam perkara, maka 

pembuktian tersebut adalah dianggap lengkap dan sempurna. 

Dengan telah dilegalisasi akta dibawah tangan, maka hakim telah 

memperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas para pihak yang 

menandatangani perjanjian tersebut, dan tanda tangan yang ditambahkan dalam 

surat tersebut sebenarnya oleh orang yang disebutkan dalam surat tersebut dan 

ditandatangani di surat tersebut. Tidak dapat lagi dikatakan bahwa salah satu pihak 

atau salah satu pihak tidak mengetahui isi surat tersebut, karena isi surat tersebut 

telah dibacakan dan dijelaskan sebelum pihak tersebut memberikan tanda tangan 

kepada Notaris.  

                                                           
124 Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakrata, Pada Tanggal 19 

Oktober 2020. 
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Berdasarkan hal tersebut, akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh 

Notaris maka membantu hakim dalam masalah pembuktian, karena dengan 

mengakui tanda tangan maka isi akta tersebut dianggap sebagai kesepakatan para 

pihak, karena akta dibawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para 

pihaknya. Oleh karena itu, dengan diakuinya tanda tangan tersebut maka akan 

menjadi bukti yang sempurna.125 

Jadi menurut penulis, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah 

dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan akan memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti 

sempurna seperti akta otentik. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi 

pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatangan hendak 

memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah 

bebas. Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi berbeda dengan akta otentik yang 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta dibawah tangan kekuatan 

pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 

ayat (2) KUHPerdata).  

                                                           
125 Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakrata, Pada Tanggal 19 

Oktober 2020. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan adalah 

kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak yang tercantum di dalamnya. 

Apabila dibatalkan oleh Pengadilan maka otomatis tanggung jawab Notaris 

terhadap legalisasi akta dibawah tangan tidak perlu dilibatkan dalam hal ini. 

2. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris 

dalam pengadilan akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 

(tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta 

otentik. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna 

demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatangan hendak memberi bukti, 

sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Akta 

dibawah tangan yang telah dilegalisasi berbeda dengan akta otentik yang memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta dibawah tangan kekuatan 

pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 

1881 ayat (2) KUHPerdata).  
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B. Saran 

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut : 

1. Agar tidak terjadi kerugian atas produk aktanya, Notaris harus menjelaskan 

kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan 

perbuatan hukum. Masyarakat harus mengetahui apakah yang akan dilakukan 

tersebut benar dan yang terpenting harus disertai dengan bukti dan niat yang 

baik, agar kedepannya kedudukan akta tersebut menjadi jelas dan tidak 

menimbulkan perselisihan, sehingga bukti akta tersebut otentik dan menjadi 

bukti lengkap dan sempurna di pengadilan. 

2. Setiap kali melakukan suatu perjanjian yang melibatkan para pihak sebaiknya 

harus dibuatkan dengan akta Notaris, sehingga akibat hukum dalam 

pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dan kuat atau akibat 

hukumnya mempuyai pembuktian yang sempurna.  
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